Salinan

BUPATI BOJQNEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

ATTAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFES]
?&DA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHARN

YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa, perlu memberikan
tambahan penghasilan bagi personil Pegawai Negeri Sipil
yang bertugas pada unit kerja pengadaan barang/jasa

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Kelangkaan Profesi Pada Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5484);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6403);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); -



Menetapkan
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15 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

16, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegore Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Pungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.

2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah.



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Bojonegoro.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan dan lolos ujian maka CPNS akan diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan
dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro.

9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya secjak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut
UKPBJ adalah umnit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki
karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja,
proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan
sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai
tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro.

11. Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya
disebut Personil UKPBJ adalah Aparatur Sipil Negara
yang bekerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
Penyedia.

13.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa.



14.

15.

16.

{2)

Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai
untuk bekerja termasuk istirahat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pejabat
yang berwenang.

Kompetensi adalah kemampuan vyang dimiliki oleh
Aparatur Sipil Negara dibidang Pengadaan Barang/Jasa
vang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlihan
Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Personil pada
UKPBJ dimaksud untuk meningkatkan produktifitas,
kualitas pengabdian dan peningkatan kesejahteraan
bagi personil pengelola pengadaan barang dan jasa
dalam melaksanakan tugas dan tanggung' jawabnya.
Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Personil
pada UKPBJ adalah sebagai bentuk penghargaan
kepada bagi Personil pada UKPBJ.

BAB I
RUANG LINGKUFP

Pasal 3

{1} Tambahan penghasilan diberikan kepada Personil

UKPBJ di bidang layanan pengadaan.

(2} Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diberikan berdasarkan beban kerja dan
kelangkaan profesi.

BAB IV
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

(1) Penetapan han kerja dan jam kerja mengikuti peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang hari dan

jam kerja di ingkungan Pemerintah Daerah.
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(2) Personil UKPBJ yang melaksanakan tugas keluar daerah

ditentukan berdasarkan :

a. Penugasan atasan langsung.

b. Keputusan pimpinan unit kerja; atau

¢. Undangan tempat Personil UKPBJ melaksanakan
Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
tugas belajar lainnya.

(3) Penentuan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan dari unit
kerja  atau instansi tempat kegiatan terscbut
diselenggarakan.

(4) Bagi Personil UKBJ yang melakukan izin keluar kantor
harus mendapatkan izin tertulis dari atasan
langsungnya.

Pasal 5

{1) Personil UKPBJ harus mencatat waktu kedatangan dan
kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerjia dengan
menggunakan perangkat teknologi elektronik, atau
perangkat lain yang handal dan akuntabel.

(2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika:

a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara
elektronik belum tersedia, mengalami kerusakan atau
tidak berfungsi;

b. Personil UKPBJ belum terdaftar dalam sistem
pencatatan kehadiran secara elektronik; atau

¢. Terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusuhan,
sehingga pencatatan kehadiran secara elektronik tidak
dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

(3) Pencatatan kehadiran secara elektronik dimulai 15 (lima
belas} menit awal kehadiran sampai dengan 15 {lima
belas ) menit setelah jam pulang kantor.

{4} Pencatatan diluar jam tersebut tetap berlaku apabila
disertai keterangan tertulis dari atasan langsung.

{9) Daftar hadir apel pagi, apel sore dan upacara serta
kegiatan sejenis lainnya diperhitungkan menjadi salah
satu bukti kehadiran.

BAB V
KOMPONEN PERHITUNGAN

Pasal 6

Komponen perhitungan pemberian tambahan penghasilan
penghasilan terdiri atas:
a. Kompetensi;
b. Indikator kinerja yang terdiri dari unsur:
1) kehadiran kerja; dan
2) pelaksanaan tugas dan fungsi.



c. Skor yang diperoleh atas hasil pengukuran, nilai dan
bobot dari setiap indikator kinerja.

Pasal 7

Besaran Tambahan penghasilan pada unit kerja pengadaan
barang dan jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini di bebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ANNA MUPAWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 50.

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN BOJONEGORO,

BERITA DAERAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 1988090 2 001




